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Rimba, yang jum-

lahnya diperkira-
kan hanya tinggal 3.600
jiwa, dikhawatirkan bera-
da di ambang kepunahan
akibat tingginya tingkat
keterjangkitan mereka
oleh penyakit hepatitis B
dan malaria. Dua jenis pe-
nyakit itu tergolong me-
matikan menurut WHO.

Tingginya keterjangkitan
Orang Rimba akibat kedua pe-
nyakit mematikan tersebut me-
rupakan hasil riset Lembaga Bio-
logi Molekuler Eijkman, Kemen-
terian Riset, Teknologi, dan Pen-
didikan Tinggi, bersama Komu-
nitas Konservasi Indonesia se-
lama dua bulan. Mereka mene-
mukan empat dari setiap 10
Orang Rimba terjangkit hepatitis
B dan dua dari setiap 10 Orang
Rimba terjangkit malaria.

Terabaikan

Orang Rimba adalah masya-
rakat adat (indigenous people)
yang wajib dilindungi oleh negara
karena merupakan masyarakat
asli yang hidup dan tinggal tu-
run-temurun di suatu wilayah
yang saat ini secara administratif
berada di Provinsi Jambi. Mereka
telah eksis jauh sebelum Repub-
lik Indonesia berdiri, punya pra-
nata hukum, struktur pemerin-
tahan adat, dan kearifan lokal
dalam pengelolaan sumber daya
alam secara berkelanjutan.

Tingkat keterjangkitan hepa-
titis B pada Orang Rimba jauh di
atas rata-rata penduduk Jambi
ataupun Indonesia. Demikian ju-
ga prevalensi atas malaria yang
ratusan kali lebih tinggi. Hal ini
menunjukkan adanya indikasi
‘kuat diskrimina<i dalam pelayan-
an hak atas kesehatan terhadap
mereka (Kompas, 13/2/2016).

Hasil riset tersebut bisa jadi
merupakan jawaban atas kema-
tian beruntun 14 Orang Rimba
pada akhir 2014 dan awal 2015,
yang diduga kuat terserang—an-
tara lain—penyakit malaria. Ting-
kat kematian Orang Rimba aki-
bat berbagai penyakit mematikan
diduga cukup tinggi, tetapi tidak
dilaporkan. Sebab, berdasarkan
fakta, populasi mereka terus me-
nurun dari waktu ke waktu.

Selama ini pemenuhan hak

atas kesehatan bagi Orang Rimba
terabaikan. Selain persoalan mi-
nimnya layanan serta sarana dan
prasarana kesehatan, rentannya
(vulnerability) kesehatan Orang
Rimba adalah karena terkurangi
dan hilangnya akses mereka atas
rimba yang merupakan topangan
dan ruang hidup mereka. Ra-
tusan ribu hektar rimba yang
sebelumnya adalah rumah me-
reka kini sebagian besar telah
berubah menjadi wilayah yang
eksklusif, berupa taman nasional,
perkebunan kelapa sawit, dan in-
dustri kehutanan dalam luasan
yang sangat masif. -

Pemerintah wajib memenuhi
dan melindungi hak atas kese-
hatan bagi setiap orang, terkhu-
sus bagi kelompok minoritas dan
rentan seperti Orang Rimba. Ke-
wajiban ini tertuang dalam Pasal
28H Ayat (1) UUD 1945, bahwa
setiap orang berhak mendapat-
kan layanan kesehatan jo Pasal 9
Ayat (3) UU tentang Hak Asasi
Manusia, bahwa setiap orang
berhak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat.

Orang Rimba mampu berta-
han hidup (survive) dan menja-
lani penghidupannya dari sum-
ber daya alam yang disediakan
oleh rimba. Ketika rimba sebagai
ruang hidup mereka telah di-
ambil dan/atau rusak, kemam-
puan mereka untuk bertahan dan
beradaptasi—termasuk dari se-
rangan penyakit malaria dan he-
patitis B—menurun dan hilang.

Orang Rimba tanpa rimba

Rimba yang menyediakan
berbagai macam sumber ke-
anekaragaman hayati, termasuk
obat-obatan, telah punah ber-
ganti menjadi hutan monokultur
(sejenis) berupa kelapa sawit, po-
hon akasia, dan pohon karet. Saat
ini, sebagian besar Orang Rimh~
hidup di luar rimba yang selama
ini menjaga dan menghidupi me-
reka. - ’

Padahal, Orang Rimba tidak
bisa dipisahkan dari rimba. Me-
misahkan mereka dengan rimba
sama artinya dengan memutus
hidup, interaksi budaya, dan ri-
tual Orang Rimba. Menurut Bu-
tet Manurung (2007), definisi
Orang Rimba adalah karena asal
mereka dari rimba, mereka tidak
mau keluar dari rimba, dan me-
reka melakukan kegiatan seha-
ri-hari berdasarkan berkah dari
rimba vang menvediakan kehn-

tuhan hidup mereka.

Kebijakan jangka pendek dan
mendesak yang harus segera di-
ambil pemerintah untuk meme-
nuhi hak atas kesehatan bagi
Orang Rimba adalah menye-
diakan dan memenuhi fasilitas
obat-obatan dan rumah sakit
yang memadai, sesuai dengan bu-
daya mereka (culturally appro-
priate), terjangkau secara eko-
nommi dan fisik (affordability), dan
tidak diskriminatif.

Pemerintah mesti menetap-
kan target agar angka prevalensi
Orang Rimba terhadap .penyakit
malaria, hepatitis B, dan penyakit
mematikan lainnya dapat ditu-
runkan secara bertahap dan sig-
nifikan. Lebih lanjut, akar ma-
salah munculnya persoalan yang
dihadapi Orang Rimba harus di-
telusuri dan diselesaikan, dengan
melakukan penilaian terkait de-
ngan kebutuhan akan ruang hi-
dup yang layak dan memadai bagi
Orang Rimba sampai dengan
generasi mendatang. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PYU-X/2012 telah menegas-
kan bahwa hutan adat bukanlah
hutan negara.

Mesti diaudit

Pemerintah perlu melakukan
audit atas izin-izin perkebunan
dan kehutanan yang telah di-
terbitkan di atas lahan dan hutan
yang merupakan bagian dari ru-
ang hidup Orang Rimba dan se-
lama ini saling bersinggungan
(konflik). Beserta dengan lemba-
ga swadaya masyarakat, peme-
rintah perlu melakukan konsul-
tasi menyeluruh dengan Orang
Rimba untuk mendapatkan aspi-
rasi dan memahami kebutuhan
hidup Orang Rimba, termasuk

. dengan melibatkan penduduk lo-

kal dan transmigran yang be-
berapa kali terlibat konflik de-
ngan Orang Rimba.

Sebagai pengemban kewajiban
dalam perlindungan dan peme-
nuhan HAM, pemerintah harus
menyusun peta jalan pemulihan
hak-hak Orang Rimba dan meng-
implementasikannya secara ber-

tahap dan progresif sehingga |

mampu memulihkan ruang hi- |

dup dan kehidupan Orang Rim-
ba. Dengan begitu, Orang Rimba
bisa ‘hidup secara layak, setara,
dan bermartabat, dengan meng-
hormati identitas kulturalnya.
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